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ABSTRAK 

 

DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA 

PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR 

BAPENDA KOTA PEKANBARU 

 

Oleh: 

 

FITRI AMALIA 

NIM : 01770623158 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang 

Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi Pada Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pada Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pajak adalah salah 

satu sumber utama penerimaan negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

data primer dan sekunder, yg metode pengumpulan datanya dengan cara 

wawancara, dokumentasi dan analisis data. Dari hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa dampak penghapusan sanksi admnistrasi pada penerimaan pajak bumi dan 

bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

Kata Kunci : Sanksi Administrasi Pajak, Penerimaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam Era globalisasi dan teknologi yang semakin maju berbagai cara 

dilakukan dalam memudahkan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan adalah 

dengan pembayaran pajak. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat 

berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara 

Indonesia, salah satunya dengan pembayaran pajak, karena pajak merupakan 

penerimaan atau pendapatan negara yang kurang lebih dari 78% dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

 Dengan penerimaan pajak tersebut maka pemerintah dapat 

menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. 

Pajak yang secara langsung maupun tidak secara langsung dapat meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraaan masyarakat. 

 Pemerintah sangat berharap bahwa penerimaan negara yang bersumber 

dari pajak dapat meningkat setiap tahun.Terutama dalam melakukan setiap 

perubahan yang menyangkut kebijakan perpajakan, undang – undang perpajakan 

serta untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam mencapai target 

pembangunan dan penerimaan pajak secara optimal. Seperti halnya negara juga 

memberikan tanggung jawab penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak yang 

bertindak sebagai penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,penyidikan, dan 
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penagihan.Serta harus mampu menggali potensi pajak dengan lebih efektif, 

efesien,dan inovatif. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Dirjen Pajak 

dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pada sistem tersebut wajib pajak 

diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum di dalam 

administrasinya. 

 Penggunaan instrumen administrasi dan yuridis dalam meningkatkan 

kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

selama ini belum secara signifikan mempengaruhi dan membawa perubahan 

kondisi masyarakat secara luas. 

Sistem official assessment dalam penetapan dan penghitungan 

pajakbesaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sangat ditentukan 

berdasarkan ketetapan otoritas Pemerintah terkait, baik provinsi maupun 

Pemerintah pusat. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), misalnya, secara sepihak 

ditetapkan oleh Pemerintah. Penentuan NJOP ini merupakan tahap awal untuk 

menghitung timbulnya kewajiban pajak atas PBB. Dalam perkembangan 

kebijakan pembaruan perpajakan nasional yang lebih dikenal dengan sebutan 

reformasi perpajakan (tax reform) jilid ke 2,  terdapat paradigma dan pendekatan 

dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.   Pemerintah telah mengambil 

langkah kebijakan yang bersifat persuasif. Kebijakan perpajakan yang bersifat 

lunak dituangkan dalam bentuk kebijakan pengampunan pajakdan yang secara 

khusus lebih dikenal dalam bentuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi 

perpajakan. 
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Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan 

upaya–upaya nyata, serta di implementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. 

Upaya–upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi 

perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak 

(WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.Upaya ekstensifikasi 

dapat berupa perluasan objek pajak yang selama in belum tergarap.Untuk 

mengejar penerimaan pajak, perlu di dukung situasi sosial ekonomi politik yang 

stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar 

pajaknya.Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali 

kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak. 

Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah 

diberikannya pemutihan pajak danyang secara khusus lebih dikenal dalam bentuk 

kebijakan penghapusan sanksi administrasi. Kebijakan ini diharapkan dapat 

meningkatkan subyek pajak maupun objek pajak. 

Dari uraian sebagaimana telah disampaikan di atas, dampak dari kebijakan 

penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam kebijakan perpajakan nasional 

menimbulkan adanya perbedaan, atau bahkan salah persepsi mengenai kebijakan 

penghapusan sanksi administrasi perpajakan itu sendiri.Begitu pula apa yang 

menjadi latar belakang, dasar pertimbangan dan alasan dari adanya pemutihan 

pajak yang secara khusus lebih dikenal dalam bentuk kebijakan penghapusan 

sanksi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui 

apakah pemutihan pajak  memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor 
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Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu peneliti mengambil 

judul “ DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA 

PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR 

BAPENDA KOTA PEKANBARU”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari Tugas 

Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana dampak penghapusan sanksi administrasi pada penerimaan 

pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru  ? 

2. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan dari kebijakan penghapusan 

sanksi administrasi perpajakan? 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dampak penghapusan sanksi administrasi pada 

penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.   

2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan dari kebijakan 

penghapusan sanksiadministrasi perpajakan. 
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1.4 Manfaat penulisan 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan di kantor BAPENDA 

dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir dan 

menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan. 

2. Bagi Instansi 

 Dapat menjadi sumber informasi bagi pegawai dan bahan panduan 

dalam melaksanakan program direktorat jenderal pajak tentang 

penghapusan sanksi administrasi. 

3. Bagi Wajib Pajak 

 Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi para wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

4. Bagi Pihak Kampus 

 Dapat menambah bahan ilmu pengetahuan terutama program baru 

pemerintah yaitu Pemutihan pajak atau yang lebih dikenal dengan 

penghapusan sanksi administrasi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa bab dengan uraian 

sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Dalam bab ini, menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi unit 

kerja, serta uraian tugas dari masing-masing bidang. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini menguraikan pembahasan pengertian pajak, objek pajak, subjek 

pajak, pengelompokan pajak, dan pengertian pemutihan pajak. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hal-hal yang 

telah dikemukakan dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA PEKANBARU 

 

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya di 

singkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran 

MenteriDalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 

dibentuk Badan Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat 

IIPekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat 

ituadalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi 

d. Seksi IPEDA 

e. Seksi Operasi/Penagihan 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat 

II,diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 
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dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi IPEDA 

f. Seksi Pendapatan Lain-lain 

g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 23 

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri 

Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan 

diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 

Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, 

dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

d. Seksi Penetapan 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 
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f. Seksi Penagihan 

g. Unit Penyuluhan 

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 

2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, 

termasuk Badan Pendapatan Daerah,dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Wakil Kepala Dinas 

c. Bagian Tata Usaha 

d. Sub Bidang Program 

e. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan 

f. Sub Bidang Penagihan 

g. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

h. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan 

i. Kelompok Fungsional 

2.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :  

“ terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan 

pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat “ 
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2. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu : 

a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang 

ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab 

Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh 

Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya. 

b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang 

tersedia. 

c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha 

peningkatan pendapatan. 

d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di 

bidang pendapatan. 

e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan 

Daerah. 
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2.3Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
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PENDATAAN 

PBB P2, BPHTB 

DAN PPJ 

SUBBID HUKUM 

DAN KERJA 

SAMA 

SUBBID 

PENGAWASAN, 

PEMERIKASAAN 

SUBBID 

TEKNOLOGI,INFO

RMASI DAN 

ANALISA PAJAK 

SUBBID 

PENAGIHAN,PENIN

DAKAN DAN 

PENYITAAN 

SUBBID PAJAK 

HIBURAN,PARKIR, 

BURUNG WALET 

SUBBID 

PENGOLAHAN 

DATA,PENILAIAN 

PBB P2, BPHTB,PPJ 

SUBBID 

PEMBUKUAN 

PAD DAN 

LEGALISASI 

SUBBID 

PENYULUHAN 

DAN KEBERATAN 

SUBBID PAJAK 

REKLAME DAN 

AIR TANAH 

SUBBID 

PENETAPAN PBB 

P2, VERIFKASI 

BPHTB DAN PPJ 

UPTB PENDAPATAN 
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2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1.Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah,Memimpin dan membina 

bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, 

Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana 

program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau 

rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-

staf kantor. 

2.Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang 

meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, 

pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha.Sekretaris dalam 

melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap 

bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan 

maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan 

untukdapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan 

tugas.Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang 

terdiridari : 

1. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian 

Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, 
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penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, 

monitoring. 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan 

kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan 

rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan. 

3. Sub Bagian Keuangan dan Penata usahaan Aset dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan. 

3. Bidang Pendataan dan Penetapan. 

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai 

tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan 

dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang 

dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian 

terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh 

pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah,dalam pelaksanaan tugas 

dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

1. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran. 

2. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan. 
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3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan. 

4.Bidang Penagihan  

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi 

danpelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, 

penagihan penerimaan dan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi 

mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang 

diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam 

pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

1. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah. 

2. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah. 

3. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain. 

5.BidangPembukuan dan Pertimbangan Keuangan. 

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan 

danpelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan,evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi 

daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi 

pelaporan danpenerimaan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi 

mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh 

bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan 
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atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai 

pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang 

terdiri dari : 

1. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2. Kepala Seksi Pertimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan 

Pajak. 

3. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain. 

6.Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. 

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, 

Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainya Lingkup Pajak, Retribusi dan 

Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup 

Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. 

7.Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.Kelompok Jabatan 

Fungsional yangdimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan 

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota. 
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2.5 Perbedaan Tax Amnesty dan Pemutihan Pajak 

 Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan 

dengan cara mengungkapkan dan membayar uang tebusan pajak atas harta yang 

selama ini tidak dilaporkan. 

Pemutihan Pajak dalam pemahaman sederhananya adalah penghapusan 

sanksi administrasi pajak baik orang pribadi maupun badan. Jadi ketika wajib 

pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

tahunan dan diketahui kurang bayar maka pemerintah akan menghapuskan 

kekurangan tersebut. 

 Yang menjadi perbedaan tax amnesty dan pemutihan pajak adalah pada tax 

amnesty wajib pajak mendapatkan jaminan yang kuat untuk tidak diperiksa 

sedangkan pada pemutihan pajak hanya memberikan penghapusan sanksi pajak 

jika wajib pajak memperbaiki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis kebijakan perpajakan sebagaimana telah disampaikan 

pada sub bagian pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan negara,pemutihan pajak 

bisa mendapatkan legalitas. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu 

digaris bawahi. Pemutihan pajak sebaiknya tidak diberlakukan pada unsur tindak 

pidana, melainkan pada aspek administratif, misalnya denda dan sanksi. 

penegakan hukum terhadap unsur pidana tidak boleh diabaikan begitu saja demi 

mengejar pemasukan negara, apalagi dalam tindak pidana tersebut terdapar unsur 

yang merugikan negara. 

2. Penerapan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh 

membayar pajak bumi dan bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru adalah dalam prosedur atas penerapannya dapat dikatakan baik, karena 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

3. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan merupakan kebijakan 

dalam rangka keterbukaan untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan.   
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Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan merupakan fasilitas 

penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan. 

d. Implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakantelah 

mendorong adanya tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.  

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran 

yangbisa diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar selalu 

meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang masih belum paham dengan 

istilah Pemutihan Pajak atau penghapusan sanksi administrasi dan memberikan 

arahan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.  

2. Memberikan kemudahan kepada semua wajib pajak dan tingkatkanmutu 

pelayanan kepada wajib pajak, diharapkan dapat memperoleh pelayanan pajak 

yang lebih baik sehingga permasalahan perpajakanakan dapat diselesaikan lebih 

cepat dengan kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan kewajiban Wajib Pajak 

pun akan dilaksanakan dengan lancar sesuai ketentuan berlaku. 
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